






APA IMPLIKASI JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN PERAN 
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN JKN?

REKOMENDASI KEBIJAKAN

REFERENSI

Apabila tidak ada perubahan kebijakan, kekurangan dana JKN masih terus terjadi tanpa peran pemerintah 
daerah dan berdampak  menurunnya pelayanan serta kepercayaan publik terhadap program JKN. Berikut 
skenario yang terjadi apabila tidak ada perubahan penguatan peran pemerintah daerah, yakni:

Pemerintah daerah (fiskal tinggi) diharapkan mendanai sebagian defisit BPJS Kesehatan, sesuai besaran 
defisit di wilayahnya. Kemudian, perlu dilakukan tindakan lainya, seperti: 
�   DPR bersama Pemerintah perlu me¬revisi UU SJSN dan UU BPJS. Regulasi induk tersebut krusial untuk 

diperbaiki. Karena tidak mengakomodir tanggung jawab pemerintah daerah dan stakeholders lintas 
sektor dalam penyelenggaraan JKN.

•   Presiden melakukan perubahan Perpres No. 72/2012 tentang “Sistem Kesehatan Nasional” bersama 
Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN dan Pemerintah Daerah untuk menegaskan kedudukan, 
kewenangan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan ini.

•   Pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) didesak untuk segera membentuk peraturan pelaksana dari 
PP No. 86 Tahun 2013, sebagai upaya law enforcement kepatuhan membayar iuran bagi kepesertaan 
segmen PBPU (masyarakat mampu).

•   Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan DJSN perlu 
mengintegrasikan kembali perencanaan dan pengelolaan upaya promotif-preventif antara dana kapitasi 
dengan alokasi APBD. Hal ini guna mengurangi pembiayaan kuratif. 

- Laporan Monev JKN oleh PKMK FKKMK UGM Sejak Tahun 2014-2018
- https://kebijakankesehatanindonesia.net/3754-Evaluasi-Kebijakan-JKN-2019
- Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 007/PPU/2005
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 60P/HUM/2018 
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Tiara Marthias

1. Diprediksi tetap terjadi krisis likuidasi Dana Jaminan Sosial setiap tahun, karena tidak 
ada kendali dari pemerintah daerah. 

2. APBN yang diperuntukkan untuk PBI (masyarakat tidak mampu) sebagian digunakan 
untuk menutup defisit JKN yang terjadi. 

3. Upaya promotif dan preventif oleh pemerintah daerah tidak akan berjalan. 
4. Upaya pencegahan Fraud tidak serius dijalankan oleh pemerintah daerah. 
5. Pemerintah daerah menganggap dana BPJS Kesehatan sebagai potensi PAD 

(menimbulkan moral hazard). 
 

 


